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ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA PARTISIPASI PEMILIH
DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PILKADA KABUPATEN PESAWARAN 2024
(Studi Pada Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan)

Oleh

ALFIANI NUR INDAH SARI

Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat menjadi permasalahan penting dalam
pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada Kabupaten Pesawaran 2024.
Di Desa Sukajaya Lempasing, tingkat partisipasi pemilih menurun dari 59,32% saat
Pilkada menjadi 52,42% saat Pemungutan Suara Ulang. Kondisi ini menunjukkan
persoalan dalam keterlibatan masyarakat pada pemilihan ulang. Penelitian ini
bertujuan mengetahui faktor-faktor penyebab menurunnya partisipasi pemilih
dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada Kabupaten Pesawaran
2024 di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian didasarkan pada teori
bentuk partisipasi politik menurut Newton dan Deth (2017) yang membedakan
partisipasi politik ke dalam dimensi konvensional dan non konvensional. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam PSU turun
akibat dominannya faktor non konvensional dibandingkan faktor konvensional.
Pada dimensi konvensional, penggunaan hak pilih masih dilakukan oleh sebagian
masyarakat sebagai bentuk keterlibatan politik, namun tingkat kesadaran dan
keterlibatan aktif belum merata. Sementara itu, pada dimensi non konvensional
ditemukan bahwa sikap apatis akibat kejenuhan politik, rendahnya keterlibatan
dalam kegiatan politik, hambatan administratif berupa jarak TPS dan pengurangan
jumlah TPS, serta hambatan kelembagaan akibat minimnya sosialisasi dan belum
optimalnya peran penyelenggara pemilu menjadi faktor utama yang secara
signifikan memengaruhi penurunan partisipasi pemilih. Temuan ini menunjukkan
bahwa rendahnya partisipasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi
juga oleh Kketerbatasan struktural dan kelembagaan yang belum mampu
menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dan merata.

Kata Kunci: Partisipasi Pemilih, Pemungutan Suara Ulang, Pilkada



ABSTRACT

FACTORS CAUSING THE DECLINE IN VOTER PARTICIPATION
IN THE 2024 RE-VOTING OF THE PESAWARAN REGENCY
REGIONAL ELECTION
(Study in Sukajaya Lempasing Village, Teluk Pandan District)

By

ALFIANI NUR INDAH SARI

Declining levels of community participation have become an important issue in the
implementation of the Re-voting in the 2024 Pesawaran Regency Regional Election.
In Sukajaya Lempasing Village, voter participation decreased from 59.32% during
the Regional Election to 52.42% during the Re-voting. This condition indicates
problems in community involvement in the re-election process. This study aims to
identify the factors causing the decline in voter participation in the implementation
of the Re-voting in the 2024 Pesawaran Regency Regional Election in Sukajaya
Lempasing Village, Teluk Pandan District. This research uses a descriptive
qualitative method with data collection techniques in the form of interviews,
observation, and documentation. The analysis is based on the theory of forms of
political participation according to Newton and Deth (2017), which distinguishes
political participation into conventional and non-conventional dimensions. The
results show that community political participation in the re-voting decreased due
to the dominance of non-conventional factors compared to conventional factors. In
the conventional dimension, the use of voting rights is still carried out by some
members of the community as a form of political involvement, but the level of
awareness and active engagement is not evenly distributed. Meanwhile, in the non-
conventional dimension, apathetic attitudes, low involvement in political activities,
administrative barriers related to distance and reduced polling stations, and limited
socialization from organizers significantly influence the decline in voter
participation, reflecting structural and institutional constraints within the re-voting
implementation context overall.

Keywords: Voter Participation, Revote, Regional Head Election
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi,
yang menjadi wadah utama bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya
dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu didefinisikan sebagai sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Selain pemilu yang dilaksanakan secara nasional, terdapat pula
pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai bagian dari proses demokrasi di

tingkat lokal.

Pilkada pada hakikatnya merupakan sarana bagi masyarakat untuk menentukan
pemimpin terbaik bagi daerahnya. Melalui mekanisme ini, diharapkan lahir
kepala daerah yang mampu menjawab harapan mayoritas rakyat, mendorong
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga kedaulatan
rakyat secara bermartabat. Harapan tersebut juga menuntut adanya perubahan
nyata yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang berpihak pada
kepentingan masyarakat (Akbar, 2016).

Keberhasilan penyelenggaraan pilkada tidak hanya ditentukan oleh aspek
teknis, melainkan juga oleh sejauh mana masyarakat turut berpartisipasi secara
aktif dalam proses demokrasi tersebut. Partisipasi masyarakat, khususnya dalam

bentuk pemberian suara di tempat pemungutan suara, menjadi indikator utama



kualitas demokrasi suatu negara. Tanpa partisipasi rakyat, pemilu kehilangan
legitimasi moral dan politiknya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan
bahwa seluruh warga negara memahami pentingnya hak pilih serta merasa

terdorong untuk menggunakannya (Putri dkk., 2023).

Secara konseptual, partisipasi politik adalah keterlibatan aktif warga negara
dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan
tujuan memengaruhi pengambilan keputusan publik. Partisipasi politik
mencakup berbagai bentuk tindakan, mulai dari memilih dalam pemilu, menjadi
anggota partai politik, mengikuti kampanye, hingga terlibat dalam diskusi dan
advokasi isu-isu publik. Partisipasi politik merupakan keterlibatan individu
maupun kelompok dalam aktivitas politik, baik secara langsung atau tidak
langsung, dengan tujuan turut serta dalam proses pengambilan keputusan
publik, termasuk dalam memengaruhi arah kebijakan pemerintah (Budiardjo,
2007). Salah satu bentuk nyata dari partisipasi politik ini adalah penggunaan
hak pilih dalam pemilihan kepala daerah, yang bertujuan untuk memilih
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta

wali kota dan wakil wali kota.

Pada pelaksanaan pilkada, tindakan yang paling nyata adalah keikutsertaan
dalam memberikan suara. Partisipasi ini tidak hanya mencerminkan kesadaran
politik warga, tetapi juga menjadi sarana kontrol masyarakat terhadap jalannya
pemerintahan. Pentingnya partisipasi pemilih dalam pilkada terletak pada peran
strategisnya dalam memperkuat legitimasi hasil pemilu dan pemerintahan yang
terbentuk. Partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa rakyat percaya pada
proses demokrasi dan memiliki harapan terhadap pemimpin yang dipilih.
Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dapat menjadi indikator adanya
masalah, seperti apatisme politik, ketidakpercayaan terhadap lembaga pemilu,
atau kegagalan dalam pendidikan pemilih. Oleh karena itu, peningkatan
partisipasi politik harus menjadi perhatian utama dalam setiap penyelenggaraan

pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah.



Terkait dinamika pilkada di Indonesia, terdapat kondisi di mana proses
pemilihan harus diulang akibat adanya pelanggaran yang bersifat substansial.
Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan salah satu mekanisme korektif
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan diperkuat oleh
Putusan Mahkamah Konstitusi. PSU diselenggarakan sebagai bentuk
penegakan keadilan elektoral apabila terdapat pelanggaran yang dapat
memengaruhi hasil pemilu. PSU juga menjadi wujud komitmen negara dalam

menjaga integritas demokrasi melalui pemilu yang bersih, adil, dan transparan.

Salah satu kasus pelaksanaan PSU terjadi di Kabupaten Pesawaran, Provinsi
Lampung, pasca-Pemilu 2024. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 20/PHPU.BUP-XXI11/2025, pasangan calon nomor urut 1 dinyatakan
didiskualifikasi dari kepesertaan dalam Pilkada karena pelanggaran
administratif yang serius. Putusan ini memerintahkan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Pesawaran untuk menyelenggarakan PSU di seluruh wilayah
Kabupaten Pesawaran sebagai bentuk koreksi atas proses pemilu yang dinilai
cacat hukum. PSU ini menjadi bagian penting dalam menjaga keabsahan hasil
pemilu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih ulang

secara adil.

Berdasarkan data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Pesawaran, tingkat partisipasi pemilih dalam PSU hanya mencapai 64,50
persen, lebih rendah dibandingkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada
serentak sebelumnya yang berada di angka 71,89 persen. Penurunan sebesar
kurang lebih 7 persen ini menjadi indikator penting bahwa pelaksanaan PSU
belum mampu menarik antusiasme masyarakat secara optimal. Rendahnya
partisipasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kejenuhan politik
akibat pemilu yang berulang, kurangnya informasi mengenai pelaksanaan PSU,
lemahnya sosialisasi dari penyelenggara, ketidakpercayaan terhadap proses
pemilu, atau kekecewaan masyarakat terhadap dinamika hukum dan politik

yang terjadi (Wiguna, 2025).



No Uraian Rincian
| | Data Pemilih dan Gedong | Negeri | Tegineneng | Way Padang | Punduh | Kedondong | Marga | Way Teluk Way Jumlah
Penggunaan Hak Pilih Tataan Katon Lima Cermin | Pidada Punduh | Khilau | Pandan | Ratai Akhir
A Data Pemilih
Jumlah Pemilih | LK | 38.670 | 27.718 | 22.054 13939 | 10.561 | 5.656 | 14.101 5780 | 11.551 | 13.704 | 13.436 | 177.170
dalam DPT PR |[38376 |[26323 |21.496 13.582 | 10.157 | 5312 | 13.444 5418 | 10.965 | 13.126 | 12,610 | 170.809
JML | 77.046 | 54.041 | 43.550 27.521 | 20.718 | 10.968 | 27.545 11,198 | 22.516 | 26.830 | 26.046 | 347.979
B Pengguna Hak Pilih
Jumlah Pemilih | LK | 27.546 | 20.213 | 15.683 10.480 | 6.569 3.892 | 9.083 3927 | 7361 | 8134 |9364 |122252
dalam DPTyang | PR | 29.683 | 21.096 | 16.569 10.494 | 6.883 3.813 | 9.252 3926 | 7.136 |9.070 |9.257 |127.179
menggunakan | JML | 57.229 | 41.309 | 32.252 20.974 | 13.452 [ 7.705 | 18335 7.853 | 14.497 | 17.204 | 18.621 | 249.431
hak pilihnya
Jumlah Pemilih | LK |8 2 6 2 0 2 2 0 0 4 1 27
pindahanyang | PR |9 1 7 2 4 2 2 0 0 2 0 29
menggunakan | JML | 17 3 13 4 4 4 4 0 0 6 1 56
hak pilihnya
Jumlah Pemilih | LK | 116 12 48 16 9 5 14 0 17 34 9 280
tambahanyang | PR | 144 17 69 17 13 7 15 0 38 45 13 378
menggunakan | JML | 260 29 117 33 22 12 29 0 55 79 22 658
hak pilihnya
Jumlah LK | 26.670 20227 | 15.737 10.498 | 6.578 3.899 9.099 3.927 7.378 8.172 9.374 122.559
PenggunaHak | PR | 29.836 | 21.114 | 16.645 10.513 | 6.900 3.822 |9.269 3926 | 7.174 | 9.117 |9.270 |12.586
Pilih IML | 57.506 | 41.341 | 32.382 21.011 | 13478 | 7.721 | 18.368 7.853 | 14.552 | 17.289 | 18.644 | 250.145




No Uraian Rincian

Il | DataRincian Perolehan | Gedong | Negeri | Tegineneng Way Padang | Punduh | Kedondong | Marga Way Teluk Way Jumlah
Suara Pasangan Calon Tataan Katon Lima Cermin | Pidada Punduh | Khilau | Pandan | Ratai Akhir
Bupati dan Wakil
Bupati

Nomor dan Nama Pasangan Calon

1 | Hj. Aries Sandi Darma 35913 | 24.279 14.199 11.810 | 8.143 3.990 11.168 5.382 | 9.345 | 9.089 | 10.073 | 143.391
Putra, S.H., M.H. -
Supriyanto, S.P.,, M.M.

2 | Hj.NandaIndiraB,S.E, | 19.562 | 15.667 17.200 8.633 4,750 3.469 6.506 2187 | 4574 | 7383 | 7.694 | 97.625
M.M. - Antonius
Muhammad Ali, S.H.

No Uraian Rincian

Il | Data Suara Sah dan Gedong | Negeri | Tegineneng Way Padang | Punduh | Kedondong | Marga Way Teluk Way Jumlah
Tidak Sah Tataan Katon Lima Cermin | Pidada Punduh | Khilau | Pandan | Ratai Akhir

A | Jumlah seluruh suara 55.475 | 39.946 31.399 20443 | 12.893 | 7.459 17.674 7.569 | 13.919 | 16.472 | 17.767 | 241.016
sah

B | Jumlah suara tidak sah 2.031 1.395 983 568 585 262 694 284 633 817 877 9.129

C | Jumlah seluruh suara 57.506 | 41.341 32.382 21.011 | 13478 | 7721 18.368 7.853 | 14.552 | 17.289 | 18.644 | 250.145

sa dan suara tidak sah

Gambar 1. Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada

Kabupaten Pesawaran 2024.

JDIH KPU Kabupaten Pesawaran (Data diolah peneliti, 2025)

Sumber



No Uraian Rincian
| | Data Pemilih dan Gedong | Negeri | Tegineneng | Way | Padang | Punduh | Kedondong | Marga | Way | Teluk | Way | Jumlah
Penggunaan Hak Pilih Tataan | Katon Lima | Cermin | Pidada Punduh | Khilau | Pandan | Ratai Akhir
A Data Pemilih
Jumlah Pemilih [ LK | 38.670 |27.718 | 22.054 13939 | 10.561 |5.656 |14.101 5780 | 11.551 |13.704 | 13.436 |177.170
dalam DPT PR |38376 26323 |21.49% 13,582 | 10.157 |5312 |13.444 5418 | 10,965 | 13.126 | 12.610 | 170.809
ML | 77.046 | 54.041 | 43.550 27.521 |20.718 | 10.968 | 27.545 11.198 | 22.516 | 26.830 | 26.046 | 347.979
B Pengguna Hak Pilih
Jumlah Pemilih | LK | 24311 | 17.925 | 13.102 9023 |5.858 3.649 | 7.717 3559 | 6551 |[7.199 |8.679 |107.573
dalamDPTyang | PR | 27.151 | 19.303 | 14.757 9.568 | 6.405 3.657 |[8.278 3573 | 6635 |8330 |8897 |116554
menggunakan | JML | 51.462 | 37.228 | 27.859 18,591 | 12.263 | 7.306 [ 15.99 7.132 | 13.186 | 15.529 | 17.576 | 224.127
hak pilihnya
Jumlah Pemilih | LK |8 2 4 2 0 1 1 0 1 2 1 22
pindahanyang | PR |8 0 1 2 3 3 2 0 0 1 0 20
menggunakan | JML | 16 2 5 4 3 4 3 0 1 3 1 2
hak pilihnya
Jumlah Pemilih | LK | 51 7 21 8 4 4 7 0 6 11 6 125
tambahanyang [ PR | 62 10 27 8 3 5 6 0 12 14 9 156
menggunakan | JML | 113 17 48 16 7 9 13 0 18 25 15 281
hak pilihnya
Jumlah LK |24370 |17934 |13.127 9033 |5.862 3.654 | 7.725 3558 | 6558 |7.212 |8.686 |107.720
PenggunaHak | PR |27.221 |19.313 | 14.785 9.578 | 6411 3.665 | 8.286 3573 | 6,647 | 8345 |8906 |116.730
Pilih JML | 51.591 | 37.247 | 27.912 18611 | 12.273 | 7319 | 16.011 7.132 | 13.205 | 15.557 | 17.592 | 224.450




No Uraian Rincian

Il | Data Rincian Perolehan | Gedong | Negeri | Tegineneng Way Padang | Punduh | Kedondong | Marga | Way Teluk Way Jumlah
Suara Pasangan Calon Tataan Katon Lima Cermin | Pidada Punduh | Khilau | Pandan | Ratai Akhir
Bupati dan Wakil
Bupati

Nomor dan Nama Pasangan Calon

1 | Supriyanto, S.P, MM.- | 26,078 | 13.958 7.258 8.633 4,614 2270 8.323 2982 | 5.821 | 3536 | 5009 | 88.482
Suriansyah Rhalieb,
S.Pt.

2 | Hj.NandaIndira B, S.E.,, | 23.520 | 22.176 19.713 9.521 7.184 4.840 7.209 3908 | 6.966 | 11.611 | 12.067 | 128.715
M.M. - Antonius
Muhammad Ali, S.H.

No Uraian Rincian

Il | Data Suara Sah dan Gedong | Negeri | Tegineneng Way Padang | Punduh | Kedondong | Marga | Way Teluk Way Jumlah
Tidak Sah Tataan Katon Lima Cermin | Pidada Punduh | Khilau | Pandan | Ratai Akhir

A | Jumlah seluruh suara 49.598 | 36.134 26.971 18.154 | 11798 | 7.110 15.532 6.890 | 12.787 | 15.147 | 17.076 | 217.197
sah

B | Jumlah suara tidak sah 1.993 1.113 941 457 475 209 479 242 418 410 516 7.253

C | Jumlah seluruh suara 51591 | 37.247 27.912 18611 | 12273 | 7319 16.011 7.132 | 13.205 | 15557 | 17.592 | 224.450
sa dan suara tidak sah

Gambar 2. Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada

Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran 2025.

JDIH KPU Kabupaten Pesawaran (Data diolah peneliti, 2025)

Sumber



Dari data pada gambar 1 dan 2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengguna
hak pilih per kecamatan pada saat PSU menurun dibandingkan saat Pilkada.
Berikut adalah persentase pengguna hak pilih tiap kecamatan pada saat Pilkada

Kabupaten Pesawaran 2024:

Tabel 1. Persentase Pengguna Hak Pilih Tiap Kecamatan (Pilkada 2024)

No Kecamatan DPT  Pengguna Hak Pilih  Persentase
1 Negeri Katon 54.041 41.309 76,44%
2 Way Lima 27.521 20.974 76,22%
3 Gedong Tataan 77.046 57.229 74,30%
4 Tegineneng 43.550 32.252 74,06%
5 Way Ratai 26.046 18.621 71,51%
6 Punduh Pidada 10.968 7.705 70,26%
7 Marga Punduh 11.198 7.853 70,14%
8 Kedondong 27.545 18.335 66,55%
9 Padang Cermin 20.718 13.452 64,93%

10 Way Khilau 22.516 14.497 64,39%
11 Teluk Pandan 26.830 17.204 64,09%

Sumber: JDIH KPU Kabupaten Pesawaran (Data diolah peneliti, 2025)

Di bawah ini adalah persentase pengguna hak pilih tiap kecamatan pada saat

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pesawaran 2024:

Tabel 2. Persentase Pengguna Hak Pilih Tiap Kecamatan (PSU)

No Kecamatan DPT Pengguna Hak Pilih Persentase
1 Negeri Katon 54.041 37.228 68,89%
2 Way Lima 27.521 18.591 67,57%
3 Way Ratai 26.046 17.576 67,52%
4 Gedong Tataan 77.046 51.452 66,79%
5 Punduh Pidada 10.968 7.306 66,61%




No Kecamatan DPT Pengguna Hak Pilih Persentase

6 Tegineneng 43.550 27.859 63,97%
7 Marga Punduh 11.198 7.132 63,70%
8 Padang Cermin  20.718 12.263 59,19%
9 Way Khilau 22.516 13.186 58,54%
10 Kedondong 27.545 15.995 58,07%
11 Teluk Pandan 26.830 15.529 57,88%

Sumber: JDIH KPU Kabupaten Pesawaran (Data diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Teluk
Pandan merupakan wilayah dengan jumlah pengguna hak pilih terkecil pada
Pilkada 2024 dengan persentase 64,09% maupun saat Pemungutan Suara Ulang
(PSU) di Kabupaten Pesawaran dengan persentase 57,88%. Adapun data
mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah pengguna hak pilih di setiap
desa dalam Kecamatan Teluk Pandan pada Pilkada dapat dilihat sebagai
berikut:

Tabel 3. Data Pengguna Hak Pilih Tiap Desa (Pilkada 2024)

No Desa DPT  Pengguna Hak Pilih  Persentase
1 Munca 812 615 75,74%
2 Talang Mulya 1.122 831 74,06%
3 Tanjung Agung 2.774 1.991 71,79%
4 Sidodadi 1.754 1.170 66,72%
5 Batu Menyan 1.774 1.159 65,34%
6 Cilimus 1.671 1.086 64,93%
7 Hanura 4.664 2.975 63,79%
8 Gebang 4.779 2.934 61,39%
9 Hurun 2.340 1.395 59,62%

10 Sukajaya Lempasing  5.140 3.048 59,32%

Sumber: KPU Provinsi Lampung (Data diolah peneliti, 2025)
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Di bawabh ini adalah data pengguna hak pilih setiap desa di Kecamatan Teluk

Pandan pada saat PSU Pilkada 2024

Tabel 4. Data Pengguna Hak Pilih Tiap Desa (PSU)

No Desa DPT  Pengguna Hak Pilih  Persentase
1 Talang Mulya 1.122 757 67,47%
2 Munca 812 544 67,06%
3 Tanjung Agung 2.774 1.780 64,15%
4 Batu Menyan 1.774 1.056 59,59%
5 Sidodadi 1.754 1.029 58,68%
6 Cilimus 1.671 983 58,84%
7 Gebang 4.779 2.775 58,07%
8 Hanura 4.664 2.609 55,92%
9 Hurun 2.340 1.302 55,64%

10 Sukajaya Lempasing  5.140 2.694 52,42%

Sumber: KPU Provinsi Lampung (Data diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa tingkat partisipasi

terendah pada Pilkada maupun PSU Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 terdapat

di Desa Sukajaya Lempasing, yakni sebesar 59,32% dari total DPT pada saat

Pilkada dan menurun menjadi 52,42% pada saat PSU.

Menurunnya partisipasi politik dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kesadaran politik menjadi salah

satu faktor dominan rendahnya partisipasi, terbatasnya kegiatan sosialisasi

mengenai pelaksanaan pemilu dan pilkada juga berdampak pada rendahnya

keterlibatan masyarakat, rendahnya kredibilitas calon pemimpin di mata

masyarakat menimbulkan keraguan untuk berpartisipasi, dan menurunnya

tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi politik memperkuat sikap

apatis masyarakat (Halilah, 2022).



11

Fenomena ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan PSU bukan hanya
persoalan teknis dan hukum, tetapi juga berdampak pada psikologis dan
antusiasme pemilih. Dalam konteks inilah penting dilakukan kajian ilmiah yang
mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi turunnya partisipasi

masyarakat dalam PSU.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk
membahas penelitian mengenai apa faktor yang menyebabkan turunnya tingkat
partisipasi masyarakat Kabupaten Pesawaran saat Pemunutan Suara Ulang
(PSU) dengan judul “Faktor Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih Dalam
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pesawaran 2024 (Studi Pada Desa
Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan)”. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu, pemerintah
daerah, dan aktor-aktor masyarakat sipil dalam merumuskan strategi
peningkatan partisipasi politik, khususnya dalam menghadapi kondisi PSU
yang bersifat korektif namun tetap harus menjamin legitimasi demokratis.
Sebagai bahan referensi, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian
terdahulu guna menunjang dan membangun kerangka pikir untuk memperkuat

penelitian.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Ismed Kelibay dkk. (2023) yang menggunakan
metode pengabdian kepada masyarakat melalui observasi, sosialisasi langsung,
dan evaluasi di Kampung Teluk Dore, Kabupaten Sorong. Hasilnya
menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi secara intensif, termasuk melalui
media sosial dan perekrutan relawan demokrasi, berhasil meningkatkan
partisipasi pemilih dari 67,3% (2017) menjadi 85% (2019).

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Abdul Latief dan Abd. Rahman (2025) yang
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam bentuk

penggunaan hak suara, keikutsertaan dalam kepanitiaan pemilu, dan kampanye
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politik, yang didorong oleh faktor sosialisasi, daya tarik calon, serta kesadaran

politik.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Albert Hernando Santoso dan Mulyana (2023)
yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif
melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi
masyarakat hanya 59% akibat adanya calon tunggal, situasi pandemi COVID-
19, serta lemahnya inovasi sosialisasi olen KPU. Penelitian ini menunjukkan
bahwa partisipasi politik dapat menurun karena kekecewaan dan

ketidakpercayaan masyarakat.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh oleh Akbar Karunia Ramadhani, Fadillah Agil
Saputra, dan Muhammad Salman Alfarizy (2025) yang menggunakan
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
rendahnya tingkat partisipasi masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, di
antaranya rendahnya kesadaran politik, kekecewaan terhadap janji politik yang
tidak ditepati, serta terbatasnya informasi yang diterima masyarakat terkait
pemilihan. Selain itu, apatisme politik, kondisi ekonomi yang menuntut
prioritas pekerjaan dibanding memilih, serta banyaknya pemilih usia muda yang

merantau juga turut memperparah penurunan partisipasi.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Zakly Hanafi Ahmad, Aditya Romadhon, dan
Revi Jeane Putri (2024) yang menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan
teknik wawancara dan observasi untuk mengungkap faktor-faktor penyebab
rendahnya partisipasi pemilih dalam PSU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penurunan partisipasi disebabkan oleh ketidakjelasan informasi mengenai
prosedur PSU, kebingungan tentang status pemilih (DPT/DPThb/DPK), serta
rendahnya pemahaman masyarakat terhadap legitimasi PSU. Ketidakpercayaan
terhadap praktik PSU dan minimnya sosialisasi dari penyelenggara

memperparah kondisi.
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Jika dilihat dari rumusan masalah yang dibahas, penelitian-penelitian terdahulu
memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menyoroti
persoalan rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu maupun pilkada.
Penelitian Ismed Kelibay dkk. menyoroti masalah kurangnya sosialisasi politik
yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, sementara penelitian
Abdul Latief dan Abd. Rahman mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi
partisipasi pemilih dalam pemilu serentak, dan penelitian Albert Hernando
Santoso bersama Mulyana mengangkat rendahnya partisipasi akibat calon
tunggal dan pandemi. Demikian pula, penelitian Akbar Karunia Ramadhani
dkk. merumuskan masalah rendahnya partisipasi di Tulungagung karena faktor
sosial-ekonomi dan akses informasi, serta penelitian Zakly Hanafi Ahmad dkk.
mengangkat persoalan menurunnya partisipasi pada PSU di Jambi karena

lemahnya sosialisasi dan pemahaman prosedur pemilu.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa rumusan masalah dalam skripsi
berfokus pada faktor penyebab turunnya partisipasi pemilih dalam konteks
khusus PSU Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, yang tidak hanya dipengaruhi
oleh aspek teknis dan sosialisasi, tetapi juga berkaitan dengan rasa jenuh
masyarakat terhadap pemilu berulang, rendahnya kepercayaan terhadap proses

politik, serta kurangnya motivasi pemilih untuk kembali berpartisipasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah
penelitian ini adalah “Apa faktor penyebab menurunnya partisipasi pemilih
dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada di Kabupaten Pesawaran

Tahun 2024 di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan?”
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari
penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab
turunnya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan PSU pada Pilkada di Kabupaten

Pesawaran Tahun 2024 di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian partisipasi
politik dan tata kelola pemilu di tingkat lokal. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai dinamika
partisipasi masyarakat dalam konteks PSU, serta menjadi rujukan bagi
penguatan teori-teori partisipasi politik dalam praktik demokrasi elektoral

di Indonesia.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi KPU, Bawaslu dan
pemangku kepentingan lainnya dalam memahami faktor-faktor penyebab
turunnya partisipasi masyarakat pada PSU. Dengan demikian, hasil
penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan strategi,
kebijakan, atau pendekatan yang lebih efektif untuk meningkatkan
partisipasi pemilih pada pemilu selanjutnya, terutama dalam kondisi pasca

sengketa atau konflik pemilu.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partisipasi Pemilih

2.1.1 Definisi Partisipasi

Kaehe dkk. (2019) menjelaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan
individu maupun kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik
melalui pernyataan maupun tindakan nyata, yang diwujudkan dalam

bentuk sumbangan tenaga, pemikiran, waktu, modal, maupun keahlian.

Selanjutnya, menurut Sulistiyorini dkk. (2015), partisipasi dapat dipahami
sebagai bentuk keikutsertaan atau keterlibatan seseorang, baik secara fisik
ataupun nonfisik, dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan

kepentingan bersama.

Purba & Djamin (2015) menambahkan bahwa partisipasi itu juga
merupakan keterlibatan seseorang dalam kegiatan kelompok atau
organisasi, yang tidak hanya berperan dalam pencapaian tujuan bersama,
tetapi juga dalam memikul tanggung jawab kolektif atas jalannya kegiatan

tersebut.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
partisipasi merupakan bentuk keterlibatan aktif masyarakat, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dalam suatu kegiatan pembangunan,
organisasi, maupun proses politik. Partisipasi tidak hanya dipahami

sebagai tindakan memberikan suara atau hadir dalam suatu kegiatan,
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tetapi juga mencerminkan rasa memiliki, tanggung jawab, serta kesediaan

untuk berkontribusi demi tercapainya tujuan bersama.

2.1.2 Definisi Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih merupakan bagian penting dari partisipasi politik yang
mencerminkan Kketerlibatan masyarakat dalam proses demokrasi,
khususnya melalui kegiatan pemilihan umum. Partisipasi ini tidak hanya
dimaknai sebagai penggunaan hak pilih, tetapi juga sebagai bentuk
keterlibatan warga negara dalam menyalurkan kedaulatan rakyat.
Wardhani (2018) menjelaskan bahwa partisipasi politik, termasuk
partisipasi pemilih, merupakan wujud keikutsertaan masyarakat dalam
proses demokrasi melalui pemilu sebagai sarana utama dalam

menentukan pemimpin.

Lebih lanjut, partisipasi pemilih juga menjadi indikator penting dalam
menilai kualitas demokrasi suatu negara, karena menunjukkan sejauh
mana masyarakat terlibat dalam proses politik dan memberikan legitimasi
terhadap kekuasaan yang terbentuk (Fathurokhman, 2021). Selain itu,
partisipasi pemilih mencerminkan keterlibatan aktif warga negara yang
tidak hanya terbatas pada pemberian suara, tetapi juga mencakup
kesadaran, keikutsertaan, serta peran dalam berbagai tahapan pemilu
(Samidi & Kusuma, 2024). Bahkan, partisipasi ini dapat diwujudkan
dalam berbagai aktivitas politik lainnya seperti mengikuti kampanye,
menjadi relawan, hingga terlibat dalam kegiatan yang mendukung
jalannya proses demokrasi (Ibrahim, 2022). Dengan demikian, partisipasi
pemilih dapat dipahami sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam
seluruh proses pemilu sebagai bentuk pelaksanaan hak politik sekaligus

indikator keberhasilan demokrasi.
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2.1.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Menurut Teorell et al. (2007), tipologi partisipasi politik dapat dibedakan

ke dalam lima dimensi, yaitu:

1. Electoral Participation (Partisipasi Elektoral): Merupakan bentuk
keterlibatan warga negara dalam kegiatan pemilu, khususnya melalui
pemberian suara pada saat pemilihan umum.

2. Consumer Participation (Partisipasi Konsumen): Partisipasi ini
mencakup aktivitas warga sebagai konsumen politik yang Kkritis,
seperti memberikan sumbangan untuk amal, melakukan boikot,
menandatangani petisi, maupun terlibat dalam konsumsi politik
(political consumption).

3. Party Activity (Aktivitas Partai): Yaitu keterlibatan aktif individu
dalam kegiatan partai politik, baik dengan menjadi anggota,
melakukan pekerjaan sukarela, maupun menyumbangkan dana untuk
mendukung kegiatan partai politik.

4. Protest Activity (Aktivitas Protes): Meliputi tindakan warga dalam
bentuk aksi protes, seperti demonstrasi, pemogokan, dan berbagai
kegiatan unjuk rasa lainnya.

5. Contact Activity (Aktivitas Kontak): Merupakan partisipasi politik
dengan cara menghubungi lembaga pemerintah, politisi, atau pejabat
publik untuk menyampaikan aspirasi maupun Kkepentingan

masyarakat.

Kemudian, menurut Newton & Deth (2017) bentuk partisipasi politik

terbagi menjadi dua, antara lain:

1. Konvensional: Mencakup aktivitas yang sah dan sesuai aturan dalam
sistem politik, seperti memberikan suara dalam pemilu, terlibat dalam
diskusi politik melalui forum resmi, menjadi anggota partai politik

atau organisasi, dan menghadiri rapat umum atau kampanye
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2. Non Konvensional: Lebih menekankan pada sikap pasif atau
penarikan diri (withdrawal) dari proses politik. Hal ini dapat
ditunjukkan dengan tidak menggunakan hak pilih, tidak mengikuti
kampanye, menolak terlibat dalam organisasi politik, hingga
menunjukkan sikap apatis terhadap isu politik.

Menurut Anggara (2013), tipologi partisipasi politik secara umum dibagi

menjadi tiga jenis, yakni:

1. Partisipasi aktif, yaitu bentuk keterlibatan masyarakat yang mencakup
proses input dan output kebijakan, seperti menyuarakan pendapat,
berpartisipasi dalam perumusan kebijakan, serta melaksanakan hasil
keputusan.

2. Partisipasi pasif, yaitu bentuk keterlibatan yang hanya terbatas pada
menerima dan melaksanakan keputusan pemerintah, tanpa terlibat
dalam proses perumusannya.

3. Kelompok apatis (golput), yakni individu atau kelompok yang
memilih untuk tidak terlibat dalam proses politik karena kekecewaan

atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang berjalan.

2.1.4 Faktor-Faktor Partisipasi

Menurut Surbakti (1992), terdapat dua variabel utama yang memengaruhi
tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik individu dalam suatu sistem
politik. Pertama, adalah tingkat kesadaran pemilih terhadap keberadaan
dan fungsi pemerintah. Kesadaran politik ini mencakup pemahaman
individu mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, seperti hak
untuk berpartisipasi secara politik, hak ekonomi, perlindungan hukum,
serta kewajiban dalam bidang sosial maupun ekonomi. Kedua, faktor yang
turut menentukan adalah bagaimana masyarakat menilai dan memberikan

apresiasi terhadap kebijakan serta pelaksanaan program-program
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pemerintahan. Jika kebijakan dianggap berpihak dan dirasakan
manfaatnya secara langsung, maka kemungkinan besar partisipasi pemilih
akan meningkat. Sebaliknya, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dapat

menurunkan tingkat keterlibatan politik warga negara.

Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih

menurut Sa’ban (2019) yaitu:

1. Perangsang Politik: Merupakan dorongan atau motivasi yang
diberikan oleh pihak tertentu, misalnya pemerintah atau organisasi,
untuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan
politik, seperti pemilihan umum atau diskusi politik.

2. Karakter Pribadi: Merujuk pada kesadaran, kepedulian, dan sikap
individu yang mendorong dirinya untuk ikut serta secara aktif dalam
kegiatan politik, termasuk dalam pemilihan umum.

3. Karakter Sosial: Menggambarkan pengaruh lingkungan sosial
seseorang, baik melalui kelompok, organisasi, maupun interaksi
masyarakat, yang dapat membentuk keterlibatan individu dalam
kegiatan politik.

4. Keadaan Politik: Mengacu pada kondisi atau situasi politik dan sosial
di suatu wilayah yang dapat menciptakan suasana kondusif, sehingga

masyarakat terdorong untuk ikut serta dalam aktivitas politik.

2.2 Pemungutan Suara Ulang

2.2.1 Definisi Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan proses pengulangan

pemungutan atau penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara

(TPS). Sesuai dengan ketentuan Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PSU dapat dilakukan
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apabila terjadi situasi luar biasa seperti bencana alam atau kerusuhan yang
menyebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau
penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan. Ketentuan ini diperkuat
kembali dalam Pasal 372 ayat (2) dalam undang-undang yang sama.
Adapun yang dimaksud dengan pemungutan suara adalah proses di mana
pemilih memberikan suaranya di TPS dengan cara mencoblos nomor urut,
nama, atau foto pasangan calon. Pengertian ini merujuk pada Pasal 1
angka 21 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10
Tahun 2015 yang kemudian diperbarui melalui PKPU Nomor 14 Tahun
2016 tentang perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2015 mengenai Tata
Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan calon

anggota legislatif sebagai representasi kehendak rakyat.

2.2.2 Syarat Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan Suara Ulang (PSU) terjadi karena adanya situasi atau
kejadian yang berlangsung saat proses pemungutan suara yang menurut
ketentuan undang-undang dikategorikan sebagai kesalahan atau
pelanggaran, sehingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan
rekomendasi untuk dilakukan PSU. Berdasarkan Pasal 372 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017, PSU dapat dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. Jika terjadi kerusuhan ataupun bencana alam yang menyebabkan hasil
pemungutan suara tidak dapat dimanfaatkan atau proses penghitungan
suara tidak dapat terlaksana.

2. Pemungutan suara harus diulang jika dalam proses pemeriksaan dan
pengawasan oleh petugas Pengawas TPS ditemukan kondisi sebagai
berikut:



21

a. Terbukanya kotak suara yang berisi dokumen pemungutan dan
penghitungan suara secara tidak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan,

b. Adanya surat suara yang diberi tanda khusus seperti tanda tangan
atau alamat pemilih atas permintaan KPPS,

c. Anggota KPPS secara sengaja atau tidak sengaja merusak lebih
dari satu surat suara yang telah digunakan oleh pemilih sehingga
menyebabkan surat suara tersebut tidak sah,

d. Ditemukannya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan juga tidak
memiliki KTP elektronik.

2.3 Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih tidak terbentuk secara independen, melainkan dipengaruhi
oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa di antaranya mencakup
isu-isu dan kebijakan politik, serta faktor agama, di mana sekelompok
masyarakat mendukung kandidat tertentu karena dianggap merepresentasikan
keyakinannya. Selain itu, faktor kelas sosial juga dapat menjadi pertimbangan,
ketika pemilih memilih calon yang dinilai mewakili posisi sosial mereka
(Hemay & Munandar, 2016).

Pendekatan perilaku tidak hanya berfokus pada perilaku dan aktivitas manusia,
tetapi juga pada orientasi individu terhadap aktivitas tertentu, seperti sikap,
motivasi, persepsi, evaluasi, tuntutan, maupun harapan. Dengan dasar
pemikiran bahwa perilaku politik merupakan bagian dari keseluruhan perilaku
manusia, maka pendekatan ini bersifat interdisipliner. Artinya, kajian tidak
hanya menelaah faktor personal, tetapi juga mencakup aspek budaya,

sosiologis, serta psikologis (Budiardjo, 2007).
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KPU menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan utama dalam memahami
perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologi, psikologi, dan ekonomi.
Ketiganya erat kaitannya dengan prinsip pemilu yang luber, jurdil, serta bebas
dari praktik politik uang (KPU, 2022).

1. Pendekatan sosiologi menekankan bahwa perilaku pemilih dipengaruhi
oleh faktor budaya dan personalisasi politik. Hal ini terlihat dari media
kampanye, seperti spanduk, banner, atau billboard, yang lebih
menonjolkan figur ketua umum partai daripada lambang partai maupun
penjelasan visi, misi, dan program yang semestinya menjadi sarana
pendidikan politik.

2. Pendekatan psikologi berfokus pada tiga aspek utama, yaitu identifikasi
kepartaian, orientasi terhadap kandidat, serta orientasi terhadap isu-isu
kampanye.

3. Pendekatan ekonomi memandang perilaku pemilih sebagai bentuk pilihan
rasional (rational choice), di mana mereka mendukung partai atau kandidat
yang dianggap memberikan manfaat nyata.

2.4 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) merupakan bentuk pemilu yang
dilaksanakan pada level lokal. Oleh karena itu, secara substansi, makna dan
tujuan dari Pilkada tidak berbeda dengan pelaksanaan pemilu pada umumnya.
Perbedaannya terletak pada cakupan wilayah: jika pemilu nasional mencakup
skala yang lebih luas, maka Pilkada berfokus pada tingkat daerah dengan

tujuan memilih pemimpin lokal (Johannes, 2020).

Dalam konteks yang lebih praktis, penyelenggaraan Pilkada di Indonesia
menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan demokrasi secara
menyeluruh. Pilkada yang Kkini dilaksanakan secara langsung mencerminkan

komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diatur
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dalam konstitusi. Dengan demokratisasi yang berlangsung di tingkat lokal,
diharapkan pemimpin yang terpilih benar-benar merepresentasikan kehendak

rakyat.

Pilkada langsung pertama kali dimulai pada bulan Juni 2005. Dalam rentang
waktu antara Juni 2005 hingga Juni 2006, Pilkada telah diselenggarakan di 250
wilayah di Indonesia, yang mencakup 10 provinsi, 202 kabupaten, dan 38 kota.
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dilakukan untuk memilih
pasangan calon yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau

melalui jalur perseorangan.

1. Peserta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan
pasangan calon apabila memiliki minimal 15% jumlah kursi di DPRD, atau
memperoleh paling sedikit 15% dari total suara sah dalam pemilu anggota
DPR, DPD, dan DPRD.

2. Bakal calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah wajib memperolen dukungan dari sejumlah pemilih yang
memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam Kketentuan peraturan
perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

3. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan untuk
memilih:

a. Gubernur dan wakil gubernur pada tingkat provinsi,
b. Bupati dan wakil bupati pada tingkat kabupaten,
c. Walikota dan wakil walikota pada tingkat Kota.

4. Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
meliputi:

a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih,

b. Proses pencalonan,



24

c. Pengadaan serta pendistribusian logistik pemilu sesuai norma, standar,

prosedur, dan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh KPU,

d. Pelaksanaan kampanye,

e. Masa tenang menjelang hari pemungutan suara,

f. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara,

g. Penetapan hasil akhir pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah,
h. Pengucapan sumpah/janji oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih.

2.5 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2013), kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan
secara teoritis hubungan antara indikator yang akan diteliti. Naamy (2019)
menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah bagian dari landasan teori dalam
penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan alasan atau argumentasi logis
yang mendasari perumusan hipotesis. Berdasarkan definisi tersebut, dapat
disimpulkan bahwa kerangka pemikiran menjelaskan secara garis besar

mengenai penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tergambar beberapa konsep yang akan
dijadikan acuan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Kerangka
pemikiran teoritis tersebut akan diterapkan dalam kerangka konseptual yang
sesuai dengan penelitian tentang “Faktor Penyebab Turunnya Partisipasi
Pemilih Dalam Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pesawaran 2024

(Studi Pada Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan)”.



25

Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat di desa Sukajaya Lempasing pada
Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran pada Pilkada Tahun 2024 yaitu
sebesar 59,32% dari total DPT pada saat Pilkada dan menurun menjadi 52,42%
pada saat PSU

Faktor Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemungutan
Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pesawaran 2024

/Bentuk partisipasi politik menurut Newton & Deth (2017):\

1. Konvensional: Kewajiban, Kesadaran, Aktif
Kegiatan Politik

2. Non Konvensional: Apatis, Tidak Aktif Kegiatan
Politik, Aksi Mogok, Hambatan Administratif,

Hambatan Kelembagaan, Budaya Politik Parokial

/

l Turun I

Gambar 3. Kerangka Pikir.
Sumber: Data diolah peneliti, 2025



I11. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif
dengan pendekatan perilaku. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai
jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh
melalui prosedur statistik maupun pendekatan kuantitatif lainnya (Nugrahani,
2014). Sementara itu, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang
bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah,

keadaan, atau fenomena sebagaimana adanya.

Fiantika dkk. (2022) juga menjelaskan pendekatan perilaku pada dasarnya
berkaitan dengan pola-pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk
bahasa dan penggunaannya, ritual, serta hubungan sosial. Melalui pendekatan
ini, tugas analitis difokuskan pada upaya mendefinisikan dan menjelaskan
bagaimana individu menggunakan bahasa, berperilaku, memahami serta
mempertimbangkan objek di sekitarnya, dan secara keseluruhan mengelola

kehidupan sehari-hari dalam lingkungan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan
pendekatan perilaku untuk mengeksplorasi faktor penyebab menurunnya
partisipasi pemilih saat PSU Kabupaten Pesawaran tahun 2024 di Desa

Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan.

Jika dilihat dari aspek metode penelitian, teori, dan lokasi penelitian, terdapat

persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.
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Dari sisi metode, beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Albert
Hernando Santoso dan Mulyana (2023), Akbar Karunia Ramadhani dkk.
(2025), serta Zakly Hanafi Ahmad dkk. (2025) memiliki persamaan dengan
penelitian ini karena sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk
memahami fenomena partisipasi politik secara mendalam berdasarkan kondisi
empiris di lapangan. Namun, penelitian Ismed Kelibay dkk. (2023)
menggunakan pendekatan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan Abdul
Latief dan Abd. Rahman (2025) menggunakan metode yuridis normatif,
sehingga berbeda dengan penelitian ini yang secara konsisten menggunakan
metode kualitatif deskriptif untuk menggali pengalaman, persepsi, dan alasan

masyarakat dalam pelaksanaan PSU.

Dari sisi teori, sebagian besar penelitian terdahulu membahas partisipasi politik
secara umum tanpa menggunakan kerangka teori yang membedakan dimensi
perilaku politik secara spesifik, sedangkan penelitian ini menggunakan teori
partisipasi politik menurut Newton dan Van Deth (2017) yang membagi
partisipasi ke dalam dimensi konvensional dan non konvensional sehingga

memberikan kerangka analisis yang lebih sistematis dan komprehensif.

Dari sisi lokasi, penelitian terdahulu dilakukan di berbagai wilayah seperti
Sorong, Polewali Mandar, Balikpapan, Tulungagung, dan Jambi dengan
cakupan wilayah yang lebih luas, sedangkan penelitian ini berlokasi secara
spesifik di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten
Pesawaran sehingga memungkinkan analisis yang lebih kontekstual terhadap
kondisi sosial dan perilaku politik masyarakat pada pelaksanaan PSU di tingkat
desa. Dengan demikian, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu
terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dalam sebagian studi,
sedangkan perbedaannya terlihat pada konsistensi metode kualitatif deskriptif,
penggunaan teori partisipasi politik yang lebih komprehensif, serta fokus lokasi
penelitian yang lebih spesifik sehingga memberikan kedalaman analisis yang
lebih kuat.
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3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk memperjelas batasan objek kajian sehingga
peneliti tidak terjebak pada melimpahnya data di lapangan serta dapat
menyaring informasi yang tidak berkaitan langsung dengan masalah dan tujuan
penelitian. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif,
fokus bersifat menyeluruh atau holistik, artinya peneliti melihat situasi sosial
secara utuh yang mencakup aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang saling

berhubungan satu sama lain.

Penetapan fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep yang
telah peneliti tulis di tinjauan pustaka, yaitu bagaimana bentuk partisipasi
politik di desa Sukajaya Lempasing saat PSU menurut Newton & Deth (2017):

1. Konvensional: Pada aspek ini, peneliti akan menelaah bentuk keterlibatan
masyarakat dalam kegiatan politik yang sah dan sesuai aturan, seperti
menggunakan hak pilih dalam pemilu atas dasar kewajiban dan kesadaran,
mengikuti forum atau diskusi dan mengikuti kegiatan organisasi.

2. Non-Konvensional: Fokus ini mengkaji bentuk ketidakikutsertaan atau
penarikan diri masyarakat dari proses politik. Hal ini tercermin dari sikap
tidak menggunakan hak pilih seperti aksi mogok, tidak mengikuti kegiatan
politik, hingga menunjukkan apatisme terhadap isu-isu politik yang

berkembang.

Tabel 5. Bentuk Konkrit Partisipasi Politik olen Newton & Deth (2017)

Dimensi Sub Indikator Bentuk

Konvensional Kewajiban Menggunakan hak suara dalam
Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas
dasar kewajiban sebagai warga negara.
Kesadaran Menggunakan hak suara dalam
Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas
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Dimensi Sub Indikator Bentuk

dasar kesadaran diri individu masing-

masing.
Aktif kegiatan Menghadiri forum, sosialisasi, atau

politik diskusi resmi terkait penyelenggaraan
PSU.
Non Apatis Sikap acuh tak acuh atau tidak peduli
Konvensional masyarakat terhadap penyelenggaraan
PSU.
Sikap pasif Tidak menghadiri sosialisasi, forum,
terhadap kegiatan atau kegiatan politik di lingkungan
politik desa, serta tidak peduli terhadap isu
politik maupun hasil PSU.
Aksi Mogok Adanya aksi penolakan kolektif seperti
mogok kerja atau boikot terhadap
pelaksanaan PSU.
Hambatan

Kurangnya kejelasan dalam penentuan
Administratif lokasi TPS, jumlah TPS, serta
aksesibilitas menuju tempat
pemungutan suara memengaruhi
partisipasi masyarakat dalam PSU.
Tidak adanya peran kelembagaan

seperti KPU dan Bawaslu dalam

Hambatan

Kelembagaan

penyelenggaraan PSU di Sukajaya

Lempasing.
Budaya Politik Kondisi ketika masyarakat memiliki
Parokial

perhatian yang rendah terhadap politik
dan kurang terlibat dalam kegiatan

politik.
Sumber: Newton & Deth, 2017
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3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti meneliti peristiwa yang terjadi dari
objek yang akan dilteliti guna mendapatkan data dan informasi yang akurat.
Lokasi yang penulis ambil adalah di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan
Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Alasan peneliti mengambil lokasi
tersebut adalah karena kemudahan untuk memperoleh data dan tema yang

peneliti angkat terdapat di lokasi.

Secara teoritis, Desa Sukajaya Lempasing menarik untuk dijadikan lokasi
penelitian karena pada pelaksanaan PSU di kabupaten Pesawaran, desa ini
tercatat memiliki tingkat partisipasi pemilih terendah, yaitu sebesar 52,42%.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena penurunan partisipasi politik
yang cukup signifikan dibandingkan dengan rata-rata partisipasi pemilih di
tingkat kabupaten. Oleh karena itu, secara metodologis lokasi ini sangat relevan
untuk dikaji lebih mendalam guna menemukan faktor-faktor yang
menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat, sehingga hasil penelitian dapat
memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman dinamika partisipasi
politik dalam konteks PSU.

3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan sumber data yang sangat penting untuk menyelesaikan
penelitian hingga tahap pembuatan kesimpulan akhir (Sugiyono, 2013).
Memilih informan yang tepat tidak hanya membantu dalam mendapatkan data
yang relevan, tetapi juga memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya

dan valid.

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang digunakan untuk
menentukan informan berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Purposive

sampling adalah teknik pengambilan sumber data dari sampel tertentu dengan
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pertimbangan sesuai dengan tujuan penelitian. Pertimbangan-pertimbangan ini
dilakukan agar informan yang dipilih memahami apa yang ditanyakan dan
dimaksudkan oleh peneliti, sehingga memudahkan penelitian sesuai dengan
objek yang diteliti (Sugiyono, 2013).

Beberapa informan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai
berikut:

Tabel 6. Informan Penelitian

No Nama Jabatan Alasan
1 Putri Kasubbag Partisipasi, Melaksanakan fungsi
Ramadanti Hubungan Masyarakat peningkatan partisipasi
dan SDM KPU masyarakat, sosialisasi, dan

Kabupaten Pesawaran pengelolaan SDM dalam
penyelenggaraan PSU.
2 Fatihunnajah Ketua Bawaslu Melaksanakan fungsi
Kabupaten Pesawaran  pengawasan terhadap seluruh
tahapan PSU serta
pencegahan dan penindakan
pelanggaran.
3 Paisal Udin Ketua DPD PAN Melaksanakan fungsi partai
Kabupaten Pesawaran politik dalam proses
kontestasi dan mobilisasi
dukungan pemilih.
4 Edy Susanto  Kepala Desa Sukajaya Mengetahui dan
Lempasing mengoordinasikan kondisi

sosial serta partisipasi

masyarakat.
5 Andre PPS Desa Sukajaya Melaksanakan fungsi teknis
Laksamana Lempasing penyelenggaraan pemungutan

dan penghitungan suara PSU

di tingkat desa.
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No Nama Jabatan Alasan
6 Elly Panwasdes Desa Melaksanakan fungsi
Sukajaya Lempasing pengawasan langsung
terhadap tahapan PSU di
tingkat desa.
7 Rabudin Tokoh Agama Desa Memiliki peran dalam
Sukajaya Lempasing  memberikan pengaruh moral
dan keagamaan terhadap
sikap masyarakat.
8 Rusmin Tokoh Adat Desa Berperan dalam menjaga nilai
Sukajaya Lempasing adat dan norma sosial yang
memengaruhi perilaku
masyarakat.
9 Mala PKK Desa Sukajaya Mewakili keterlibatan
Lempasing perempuan melalui PKK
dalam partisipasi masyarakat.
10 Rofi Gen Z Desa Sukajaya Merepresentasikan
Lempasing pandangan dan tingkat
partisipasi pemilih muda.
11 Zulyanto Perwakilan NU Desa Mewakili peran organisasi
Sukajaya Lempasing keagamaan NU dalam
membentuk sikap dan
partisipasi.
12 Amin Warga Desa Sukajaya Pengguna Hak Pilih.
Purnomo Lempasing
13 MariaUlfa  Warga Desa Sukajaya Pengguna Hak Pilih.
Lempasing
14 Tati Warga Desa Sukajaya Pengguna Hak Pilih.
Lempasing
15 Agus Malik  Warga Desa Sukajaya  Bukan Pengguna Hak Pilih.

Lempasing
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No Nama Jabatan Alasan
16 Rohma Warga Desa Sukajaya  Bukan Pengguna Hak Pilih.
Lempasing

17 Hasanudin Warga Desa Sukajaya  Bukan Pengguna Hak Pilih.
Lempasing
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data
sekunder. Data primer yakni data yang didapat secara langsung dari objek
penelitian dari kuisioner dan wawancara. Kemudian, data sekunder yakni data
yang didapat melalui dokumen-dokumen kepustakaan, seperti literatur, serta

dari informasi dan instansi yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Data Primer
Data primer adalah data yang didapat melalui pertanyaan-pertanyaan dalam
wawancara yang diajukan secara langsung. Data primer penelitian ini
didapat melalui wawancara yang dilakukan bersama para narasumber di
Desa Sukajaya Lempasing, KPU Kabupaten Pesawaran, Bawaslu
Kabupaten Pesawaran, dan partai politik mengikuti panduan yang disusun

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah informasi yang sudah ada dan bisa diakses oleh
peneliti melalui mendegar, melihat, dan membaca. Biasanya, data sekunder
bersumber dari data primer yang telah dikaji oleh penelitian terdahulu. Pada
penelitian ini, data sekunder yang dipakai mencakup literatur, artikel jurnal,

serta situs web yang berkaitan dengan tema penelitian.
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3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan

beberapa prosedur, di antaranya:

1. Wawancara: Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa wawancara yaitu metode

pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti dalam studi pendahuluan

untuk menggali masalah yang perlu diteliti dan untuk memperoleh wawasan

yang lebih mendalam dari responden. Teknik ini memungkinkan peneliti

untuk mengeksplorasi perspektif dari responden serta mendalami aspek-

aspek yang tidak terjangkau melalui observasi langsung.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang

dianggap relevan dengan penelitian ini dimulai sejak tanggal 27 Oktober

2025 sampai dengan 09 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1.

Pada tanggal 27 Oktober 2025, peneliti mewawancarai Edy Susanto,
Kepala Desa Sukajaya Lempasing.

Pada tanggal 27 Oktober 2025, peneliti mewawancarai Mala,
perwakilan PKK Desa Sukajaya Lempasing.

Pada tanggal 10 November 2025, peneliti mewawancarai Andre
Laksamana, PPS Desa Sukajaya Lempasing.

Pada tanggal 10 November 2025, peneliti mewawancarai Rabudin,
tokoh agama Desa Sukajaya Lempasing.

Pada tanggal 10 November 2025, peneliti mewawancarai Rusmin, tokoh
adat Desa Sukajaya Lempasing.

Pada tanggal 10 November 2025, peneliti mewawancarai Zulyanto,
perwakilan NU Desa Sukajaya Lempasing.

Pada tanggal 10 November 2025, peneliti mewawancarai Rofi, Gen Z
Desa Sukajaya Lempasing.

Pada tanggal 10 November 2025, peneliti mewawancarai Maria Ulfa,

pengguna hak pilih Desa Sukajaya Lempasing.
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9. Pada tanggal 10 November 2025, peneliti mewawancarai Tati,
pengguna hak pilih Desa Sukajaya Lempasing.

10. Pada tanggal 10 November 2025, peneliti mewawancarai Rohma, bukan
pengguna hak pilih Desa Sukajaya Lempasing.

11. Pada tanggal 20 November 2025, peneliti mewawancarai Fatihunnajah,
Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

12. Pada tanggal 29 November 2025, peneliti mewawancarai Paisal Udin,
Ketua DPD PAN Kabupaten Pesawaran.

13. Pada tanggal 05 Desember 2025, peneliti mewawancarai Putri
Ramadanti, Kasubbag Partisipasi Masyarakat, Humas dan SDM KPU
Kabupaten Pesawaran.

14. Pada tanggal 09 Desember 2025, peneliti mewawancarai Elly,
Panwasdes Desa Sukajaya Lempasing

15. Pada tanggal 09 Desember 2025, peneliti mewawancarai Amin
Purnomo, pengguna hak pilih Desa Sukajaya Lempasing.

16. Pada tanggal 09 Desember 2025, peneliti mewawancarai Agus Malik,
bukan pengguna hak pilih Desa Sukajaya Lempasing.

17. Pada tanggal 09 Desember 2025, peneliti mewawancarai Hasanudin,

bukan pengguna hak pilih Desa Sukajaya Lempasing.

Dokumentasi: Metode dokumentasi melibatkan informasi dari catatan-
catatan penting dari individu atau lembaga, baik berupa karya monumental,
gambar, ataupun tulisan. Dokumentasi dalam penelitian ini melibatkan
pengumpulan gambar oleh peneliti guna mendukung temuan-temuan
penelitian. Selain itu, dokumen-dokumen tertulis seperti data monografi
Desa Sukajaya Lempasing, dokumen PKPU, data-data DPT dan pengguna
hak pilih dan arsip lainnya digunakan untuk memberikan konteks tambahan

dan validasi terhadap data yang telah dikumpulkan.

. Observasi: Observasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk pengamatan
yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara

mengambil peran maupun tanpa mengambil peran dalam situasi yang
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diamati (Nugrahani, 2014). Selain itu, observasi juga dipandang sebagai
dasar dari segala ilmu pengetahuan, karena pada hakikatnya ilmuwan hanya
dapat bekerja berdasarkan data yang bersumber dari fakta mengenai realitas,

dan fakta tersebut diperoleh melalui kegiatan observasi (Sugiyono, 2013).

3.7 Teknik Pengolahan Data

Sesudah data dikumpulkan, tahapan yang dilakukan selanjutnya yaitu mengolah

data. Menurut Abdussamad (2021), teknik pengolahan data terdiri atas:

1. Editing Data. Editing data merupakan tahapan dalam penelitian yang
bertujuan untuk meninjau ulang data yang telah diperoleh guna memastikan
validitasnya serta mempersiapkannya untuk tahap analisis selanjutnya.
Dalam tahap ini, peneliti menyesuaikan hasil wawancara dengan pedoman
pertanyaan penelitian, kemudian menyeleksi data yang relevan untuk

penulisan.

2. Interpretasi data. Pada tahap interpretasi data, hasil penelitian yang
sebelumnya telah disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel dianalisis
lebih lanjut agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam,
sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan penelitian. Interpretasi juga
dilakukan pada data yang bersifat rahasia, dengan pemilihan diksi yang hati-

hati untuk menghindari penafsiran yang dapat merugikan pihak tertentu.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara
mengolah dan mengorganisasi data, kemudian memilahnya ke dalam satuan-
satuan yang dapat dikelola, serta menelusuri pola-pola tertentu (Naamy, 2019).

Metode analisis data yang diterapkan yaitu analisis interaktif sesuai dengan
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pendekatan Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2013), yaitu
meliputi langkah-langkah berikut:

1. Reduksi data. Reduksi data adalah proses penting untuk menyaring
informasi mentah dari lapangan agar lebih terfokus dan terstruktur. Dalam
tahap ini, data yang dianggap tidak relevan atau kurang signifikan akan
dieliminasi, sementara data yang relevan dikelompokkan berdasarkan tema
atau kategori tertentu. Proses ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi
pola, mengeksplorasi keterkaitan antar data, serta mempermudah analisis

selanjutnya.

2. Penyajian data. Penyajian data melibatkan penyusunan hasil temuan ke
dalam bentuk yang terorganisir dan mudah dipahami, seperti tabel, grafik,
diagram, atau peta konsep. Data yang telah dikelompokkan berdasarkan
kategori atau tema kemudian disusun untuk menunjukkan keterkaitan atau
pola tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian yang baik
memungkinkan peneliti maupun pembaca untuk memahami hasil penelitian
secara komprehensif dan melihat hubungan antara variabel yang ada dengan

lebih jelas.

3. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah tahapan akhir dalam
analisis data, di mana peneliti mengevaluasi temuan-temuan utama untuk
memberikan simpulan yang relevan dengan masalah penelitian. Kesimpulan
diambil berdasarkan bukti-bukti yang telah dianalisis dan disajikan
sebelumnya, memastikan bahwa hasilnya valid dan dapat

dipertanggungjawabkan.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,

perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan terhadap data yang sudah ada.



38

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa validitas adalah tingkat ketepatan antara
data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh
peneliti. Validitas ini menjadi aspek penting dalam penelitian karena
memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan kondisi atau kejadian yang
sebenarnya berlangsung di lapangan.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode sebagai metode untuk
memeriksa keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data
yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dengan cara ini, peneliti dapat
mengevaluasi konsistensi data dari berbagai sumber untuk menentukan
keandalan informasi yang dikumpulkan. Teknik ini membantu mengurangi bias

subjektif dan meningkatkan akurasi data.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat dalam
pelaksanaan PSU di Desa Sukajaya Lempasing, maka simpulan disusun
berdasarkan dua dimensi partisipasi politik, yaitu konvensional dan non

konvensional sebagai berikut:

1. Dimensi Partisipasi Politik Konvensional

Dimensi konvensional merupakan bentuk partisipasi politik yang dilakukan

melalui cara-cara yang legal dan sesuai dengan prosedur demokrasi, seperti

menggunakan hak pilih, memiliki kesadaran politik, serta terlibat dalam

kegiatan politik.

a. Kewajiban
Penggunaan hak pilih sebagai bentuk tanggung jawab warga negara
masih terlihat dalam pelaksanaan PSU. Sebagian masyarakat tetap hadir
di TPS karena merasa memiliki kewajiban dalam menentukan
pemimpin daerah, meskipun tingkat partisipasi belum merata.

b. Kesadaran
Kesadaran politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih masih ada,
namun belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Sebagian warga
datang ke TPS atas kesadaran diri bahwa suara mereka penting bagi

masa depan daerah.
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Aktif Kegiatan Politik
Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik seperti diskusi, kegiatan
PKK, musyawarah desa, maupun kegiatan keagamaan masih terbatas

dan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat secara merata.

2. Dimensi Partisipasi Politik Non Konvensional

Dimensi non konvensional menunjukkan bentuk partisipasi politik yang

ditandai dengan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik,

baik karena faktor sikap maupun hambatan struktural.

a.

Apatis

Sikap apatis menjadi salah satu faktor utama menurunnya partisipasi
pemilih akibat kejenuhan terhadap pemilihan yang berulang serta
anggapan bahwa hasil pemilihan tidak membawa perubahan signifikan.
Tidak Aktif Kegiatan Politik

Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi dan forum politik
menunjukkan adanya sikap pasif, yang dipengaruhi oleh minimnya
pelibatan tokoh masyarakat serta tidak aktifnya organisasi
kemasyarakatan.

Aksi Mogok

Tidak ditemukan adanya aksi penolakan kolektif seperti mogok kerja
atau boikot terhadap pelaksanaan PSU. Ketidakikutsertaan masyarakat
lebih bersifat individual.

Hambatan Administratif

Jarak TPS yang jauh dan pengurangan jumlah TPS menjadi kendala
nyata bagi sebagian masyarakat untuk hadir menggunakan hak pilih.
Hambatan Kelembagaan

Peran kelembagaan belum sepenuhnya optimal karena sosialisasi yang
belum merata serta kurangnya pelibatan masyarakat dalam tahapan
PSU.

Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial tercermin dari rendahnya orientasi politik

masyarakat yang lebih memprioritaskan pekerjaan sehari-hari,
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sementara faktor etnis tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi

politik.

Berdasarkan hasil dan simpulan tersebut, maka saran yang dapat peneliti

berikan adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Partisipasi Politik Konvensional

Dimensi ini perlu diperkuat melalui peningkatan kesadaran dan keterlibatan

masyarakat dalam proses politik formal.

a.

C.

Kewajiban

Penyelenggara pemilu perlu menekankan pentingnya penggunaan hak
pilih sebagai tanggung jawab warga negara melalui pendekatan yang
lebih persuasif.

Kesadaran

Perlu peningkatan pendidikan politik dan literasi pemilih agar
masyarakat semakin memahami pentingnya suara mereka dalam
menentukan arah pembangunan daerah.

Aktif Kegiatan Politik

Perlu memperbanyak forum diskusi, sosialisasi, dan kegiatan

partisipatif yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

2. Dimensi Partisipasi Politik Non Konvensional

Dimensi ini perlu diminimalkan dengan memperbaiki faktor sikap maupun

faktor struktural yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat.

a.

Apatis
Strategi komunikasi politik perlu dikembangkan dengan menekankan
manfaat nyata dari partisipasi politik agar masyarakat tidak merasa

jenuh terhadap proses politik.
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. Tidak Aktif Kegiatan Politik
Organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat diharapkan lebih aktif
menjadi penghubung informasi politik agar masyarakat memiliki ruang

untuk berdiskusi.

. Aksi Mogok

Meskipun tidak ditemukan aksi mogok, penyelenggara pemilu tetap
perlu menjaga kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan
komunikasi yang baik.

Hambatan Administratif

Perlu perencanaan teknis yang lebih matang terkait penempatan TPS
agar lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Hambatan Kelembagaan

KPU, Bawaslu, dan lembaga terkait perlu meningkatkan koordinasi
serta memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat desa.

Budaya Politik Parokial

Perlu adanya pendekatan sosialisasi yang menyesuaikan dengan kondisi
masyarakat, seperti melalui kegiatan yang fleksibel dan berbasis
komunitas, agar partisipasi politik dapat meningkat tanpa mengganggu

aktivitas pekerjaan mereka.
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